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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah

penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut penulis sampaikan kesimpulan

yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai

berikut :

1. Langkah-langkah Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak

pidana pembunuhan berencana yang menggunakan racun, yaitu:

a. Jaksa Penuntut Umum melakukan koordinasi dengan pihak penyidik

(Kepolisian) untuk melengkapi berkas perkara dan alat bukti;

b. Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang merupakan dasar

dalam pemeriksaan di pengadilan.

c. Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan unsur-unsur yang didakwakan,

yang meliputi unsur obyektif dan subyektif sebagaimana ketentuan dalam

Pasal 340 KUHP;

d. Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian perkara tindak pidana

pembunuhan berencana yang menggunakan racun yaitu menyiapkan bukti

seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang digunakan

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian perkara tindak pidana

pembunuhan berencana yang menggunakan racun adalah kesaksian, surat-

surat (BAP, surat dakwaan, visum dan lain-lain), pengakuan petunjuk-

petunjuk, keterangan ahli (dokter forensik, toksikologi, patologi, ahli kimia

dan sebagainya) serta bukti lain (barang bukti) yang mendukung.
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e. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan para saksi untuk memperkuat

pembuktiannya;

f. Jaksa Penuntut Umum meminta mengajukan keterangan dokter forensik,

dokter toksikologi, dokter bedah dan sebagainya sebagai ahli, sebagaimana

diatur dalam Pasal 133 KUHAP;

g. Jaksa Penuntut Umum mengajukan visum et repertum sebagai alat bukti

petunjuk untuk mengetahui penyebab kematian korban.

2. Kendala Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan perkara tindak Pidana

pembunuhan berencana yang menggunakan racun, yaitu:

a. Berkas perkara masih kurang sempurna atau kurang lengkap;

b. Kurangnya alat-alat bukti;

c. Keluarga korban keberatan untuk dilakukan otopsi;

d. Terbatasnya kemampuan dan keahlian yang memiliki Jaksa Penuntut Umum

khusus dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana yang

menggunakan racun;

e. Saksi berhalangan hadir;

f. Keterbatasan fasilitas rumah sakit dan tenaga ahli (misal: ahli forensik, ahli

toksikologi, ahli bedah, ahli kimia, ahli patologi) dapat menghambat dalam

mengungkap dan membuktikan kasus pembunuhan berencana yang

menggunakan racun.

g. Perlawanan dari Pengacara / Penasehat Hukum
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B. Saran

Supaya dalam proses pembuktian kasus pembunuhan berencana yang

menggunakan racun yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat berjalan

lancar, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan racun termasuk

dalam pembunuhan sengaja dan direncanakan yang berakibat penjatuhan

hukuman yang sangat berat yaitu penghilangan nyawa, sehingga diharapkan

para Jaksa Penuntut Umum ekstra hati-hati dan selalu bersikap obyektif.

2. Dalam pembuktian perkara pidana pembunuhan berencana yang

menggunakan racun, Jaksa Penuntut Umum harus melakukan koordinasi

dengan pihak Kepolisian dan dokter guna mendapatkan fakta dan bukti

yang konkret sehingga dapat memenuhi kebenaran materiil.

3. Bagi keluarga korban seharusnya tidak menghalangi pihak penyidik,

Kejaksaan dan dokter untuk melakukan otopsi, tetapi harus mendukung,

sebab semua itu dilakukan untuk proses pembuktian guna mengungkap

kasus pembunuhan yang ditangani.

4. Meningkatkan kualitas SDM para jaksa dengan memberikan kesempatan

belajar atau sekolah lebih lanjut guna meningkatkan ilmu pengetahuan,

khususnya di bidang forensik

5. Jaksa dapat melakukan teleconference bagi saksi yang berhalangan hadir

atau tidak dapat hadir di depan persidangan.

6. Melengkapi rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap dan tenaga ahli

(dokter) yang mendukung untuk di tempatkan di rumah sakit Polri, rumah

sakit Kejaksaan maupun di rumah sakit kehakiman khususnya di daerah

pedalaman.
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